WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR <45 TAHUN 2024
TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANA
N PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Menimbang: a.

Mengingat:

)

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan
survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu)
kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan
masyarakat;

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim
Survei Kepuasan Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Mal Pelayanan Publik Kota
Banjarmasin Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratura}n Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Nf:gara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang  Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat  Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 16);
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022
tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 93);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

: Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dan Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun
2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

sebagai berikut:

a. melakukan  perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
pengolahan data dan penyajian hasil survei;

b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam
pelaksanaan survei;

c. membuat analisis dan menyusun laporan hasil survei
kepuasan masyarakat;

d. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Wali Kota;

e. membuat rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei
kepuasan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagai dimaksud dalam

Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali

Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal ZZ coril 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

—f—

IBNU SINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24> TAHUN 2024
TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA

BANJARMASIN

NO.

JABATAN

JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM

1.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Ketua
PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Sekretaris
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Koordinator
Pelaporan Dinas Penananam Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

Kepala Bidang  Penyelenggaraan Pelayanan Anggota
Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Anggota
Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Anggota
Perizinan dan Non Perizinan C Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Anggota
Pengendalian  Penanaman  Modal Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarmasin

Kepala Bidang Program Pengelolaan Data dan Anggota
Informasi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Anggota
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
(Elvysah Eka Yuthie, SH, MH)




Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
(Elvysah Eka Yuthie, SH, MH)

Anggota

10.

Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin

(Aminnur Nisa, SE., Hj. Irma Farlina, SH)

Anggota

11.

Pengawas Pelayanan Publik pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarmasin

(Syarifah Eka Indah Damayanti, SE.)

Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA




